
BUPATI KUBU RAYA 
PROVINS! KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA 
NOMOR I8 TAHUN 2017 

TENTANG 
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 43 TAHUN 

2011 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN 
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA 

MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSJAL 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KUBU RAYA, 
Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan 
pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati 
Kubu Raya Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara 
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, 
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan 
Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kubu 
Raya Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara 
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, 
Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan 
Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial; 

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi 
Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4751); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- (U- 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang I Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran L 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); / 

3. Peraturan Pemerintah Noroor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 



Menetapkan 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 
201 ltentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (Berita Negara Repu blik Indonesia Tah un 2011 
Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 
2011 ten tang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan 
Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 541); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 
2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 
Nomor 25); 

8. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 43 Tahun 2011 
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan 
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta 
Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Serita 
Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 Nomor 43) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kubu 
Raya Nomor 43 Tahun 2011 Tentang Tata Cara 
Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, 
Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan 
Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial (Serita Daerah 
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 10); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 43 TAHUN 2011 
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN 
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN 
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN 
BANTUAN SOSIAL. 



Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 43 Tahun 2011 
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, 
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan 
San tu an Sosial (Serita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 Nomor 43) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kubu 
Raya Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati 
Kubu Raya Nomor 43 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan 
dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan 
Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Serita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 
2016 Nomor 18), diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah dan ayat (5) dihapus , sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 8 

(1) Pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, Sadan Usaha Milik Negara 
atau Badan Usaha Milik Daerah, badan dan lembaga, serta organisasi 
kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyampaikan 
usulan/proposal hibah kepada Bupati. 

(2) Format usulan/proposal hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

(3) Usulan/proposal hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi 
dengan data penunjang yang diisi dengan sistematika sebagai berikut: 
a. Rencana pemanfaatan hibah; 
b. Waktu dan Iokasi hibah; 
c. Nilai hibah; 
d. Surat Keterangan Terdaftar; 
e. Struktur Organisasi/Kepengurusan; 
f. Surat Keterangan Domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat; dan 
g. Lampiran penunjang. 

(4) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(5) Dihapus 

(7) TAPD memberikan pertimbangan atas 
dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan 
keuangan daerah. 

rekomendasi sebagaimana 
prioritas dan kemampuan 

(6) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan 
hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD. 

(8) Contoh Format hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 
tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 



2. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 9 

(1) Usulan hibah sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) harus dilengkapi 
dengan proposal dan ditandatangani oleh pimpinan pemohon yang 
bersangkutan. 

(2) Rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) dan ayat (7) yang telah disetujui oleh 
Bupati menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran belanja hibah dalam 
rancangan KUA dan PPAS. 

(3) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
meliputi anggaran hibah berupa uang, barang dan/ataujasa. 

3. Ketentuan Pasal 18 huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 18 

Pertanggungjawaban PPKD atas pemberian hibah berupa uang meliputi: 
a. Proposal; 
b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah uang; 
c. NPHD; 
d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah 

yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan 
e. bukti transfer uang atas pemberian hibah. 

4. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 19 
(1) Pertanggungjawaban SKPD atas pemberian hibah berupa barang/jasa 

meliputi: 
a. Proposal; 
b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penenma hibah 

barang/ jasa; 
c. NPHD; dan 
d. berita acara serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa 

barang/jasa. 

(2) Contoh format berita acara serah terima barang/jasa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagaimana tercantum pada Lampiran V 
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

5. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (4) diubah serta ayat (5) dihapus, 
sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 28 

(1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan/proposal tertulis 
kepada Bupati. 

(2) Contoh format usulan/proposal bantuan sosial sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Vll dan merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

( Usulan/proposal bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 
dilengkapi dengan data penunjang yang diisi dengan sistematika sebagai 



a. Rencana pemanfaatan bantuan sosial; 
b. Waktu dan lokasi bantuan sosial; 
c. Nilai bantuan sosial; 
d. Surat keterangan terdaftar; 
e. Surat keterangan domisili dari Lurah/ Kepala Desa setempat; dan 
f. Lampiran penunjang. 

(4) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan 
usulan/proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(5) Dihapus 
(6) Contoh format hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

tercantum pada Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(7) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan 
hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD. 

(8) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (7) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan 
daerah. 

6. Ketentuan Pasal 37 ayat (1) huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 37 

(1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial 
berupa uang meliputi: 
a. Proposal dan surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada 

Bupati; 
b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial; 
c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa 

bantuan sosial yang diterirna akan digunakan sesuai dengan usulan; dan 
d. bukti transfer/penyerahan uang atas pernberian bantuan sosial berupa 

uang. 
(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan 

huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau 
keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelurnnya. 

7. Ketentuan Pasal 38 ayat (1) huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 38 

(1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pernberian bantuan sosial 
berupa barang/jasa rneliputi: 
a. Proposal dan surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada 

Bupati; 
b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerirna bantuan sosial; 

dan 
c. berita acara serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa 

barang. 
(2) Contoh format berita acara serah terima barang sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c tercanturn pada Lampiran X dan merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

I 
tH 

evaluasi 



8. Ketentuan Bab VIIb Pasal 44b 
dihapus, 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Kubu Raya. 

Ditetapkan di Sungai Raya, 
pada tanggal i Mei 20ll 

PUPATI KUBU RAYA.t_ 
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DEW»eiii @ Sing@i Ry__ 
''a: ,15 Mei 20ft i'a'a'anygar........ . 
P. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA, 

ODANG 
BERITTA DAERAH 

.WUN..20? 

RASETYO 
BUPATEN KUBU RAYA 
owoR.I 


